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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hak bagi 
penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi serta kendala apa saja yang 
dihadapi dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada proses 
rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta. Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah penelitian hukum 
empiris. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian sosologis dengan 
sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 
Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta.Penulis menggunakan sumber data primer dan 
data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya 
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi meliputi 
pelayanan rehabilitasi: medis, sosial psikologis, pendidikan, dan keterampilan kerja. 
 
Kata Kunci: Pemenuhan hak, penyandang disabilitas fisik, rehabilitasi 
 
 
ABSTRACT 
 
 This research aims to know the role of Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 
Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta in the effort of physically disabled right 
fulfillment at rehabilitation process and occurred problems in physically disabled 
right fulfillment process in Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta. The method of approach that the writer used is empirical law 
research. Kind of research that the writer used is sosiological research with 
descriptive characteristic. The location of the research at Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Writer uses primary data sources 
and secondary data sources.  The method of data collection that the writer used are 
literature, observation and interview. Based on the result of the research and 
discussions, it can be concluded that Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta has several services in term physicallydisabled right 
fulfillment such as rehabilitation service: medical, psychological sosial, education 
and vocational. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 
diantara makhluk-makhluk lain, maka dari itu manusia hendaknya selalu 
bersyukur atas pemberian yang diberikan Allah SWT dengan sebaik-
baiknyadengan cara mengucap rasa syukur, merawat, menjaga, dan 
mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Karena diluar sana 
masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan, baik dalam hal fisik maupun 
non fisik. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap manusia yang memiliki 
hak dan kewajiban seperti halnya manusia normal pada umumnya. Sehingga tidak 
ada alasan untuk memperlakukan mereka yang mengalami keterbatasan secara 
diskriminasi, terutama keterbatasan fisik atau lebih dikenal dengan istilah 
penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa.  
Disabilitas fisik atau tunadaksa adalah kelainan yang meliputi cacat tubuh 
atau kerusakan tubuh, kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan dan 
kelainan atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang 
belakang.
1
 
Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat 
luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek. Ada aspek eksistensial yang 
meliputi soal identitas, status dan posisi. Aspek sosial, yaitu soal relasi dengan 
masyarakat umum, relasi antar penyandang disabilitas dan aksesibilitas, serta 
aspek budaya terkait ruang untuk menikmati kebudayaan dan berkarya.
2
Selain itu 
penyandang disabilitas fisik disamakan dengan orang sakit, dianggap kurang 
mampu menjalankan aktivitas, mereka cukup dikasihani dan diasuh oleh negara 
untuk kelangsungan hidupnya. Hal-hal tersebut pada akhirnya membuat mereka 
minder dan dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. 
                                                          
1
 Hargio Santoso, 2012, Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, 
Yogyakarta: Gosyen Publishing, hal. 47. 
2
Kantor Staf Presiden, 2016, Model Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Solo, (04 
April 2016), dalam  http://presidenri.go.id/ulasan/pembangunan-manusia/model-pemenuhan-hak-
penyandang-disabilitas-kota-solo.html, diakses Minggu 29 Januari 2017 Pukul 11.10 WIB. 
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Pada dasarnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga 
negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama 
dengan warga negara Indonesia lainnya.
3
 Oleh karena itu, sudah semestinya 
penyandang disabilitas fisik mendapatkan haknya terutama hak-hak yang 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas, baik hak itu diwujudkan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, maupun masyarakat.  
Salah satu unit operasional pemerintah yang melaksanakan kewajiban 
untuk mengupayakan hak-hak penyandang disabilitas fisik diselenggarakan oleh 
Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial yaitu Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Lembaga ini memiliki tugas 
pokok yaitu melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, reosisalisasi, 
penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas fisik agar mampu 
berperan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, sejauh mana peran 
lembaga tersebut dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas 
fisik dan kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak 
penyandang disabilitas fisik tersebut. 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis 
dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu: (1) Bagaimana peran 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam 
upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi? 
dan (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak bagi 
penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Seoharso Surakarta? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya 
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi, dan (2) 
                                                          
3
 Muhammad Amin, “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan 
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (StudiPanti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar)”,  Vol. 
II, No.2, September 2015, hal. 2. 
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Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak bagi 
penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, yaitu: (a) dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, 
terutama mengenai peran Balai Besar Rehabiliasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada 
proses rehabilitasi, dan (b) diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian sejenis pada masa mendatang. (2) Manfaat praktis, yaitu: (a) diharapkan 
dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya 
yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas fisik, (b) 
diharapkan dapat memberikan infromasi kepada masyarakat mengenai hak-hak 
yang dimiliki penyandang disabilitas fisik, dan (c) diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada pemerintah dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan 
kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi penyandang 
disabilitas fisik. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
4
 Metode 
pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, 
kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berpikir 
deduktif.  
 
                                                          
4
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas 
Fisik Pada Proses Rehabilitasi 
 Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 
dalam kehidupan masyarakat.
5
 Proses rehabilitasi sosialpenyandang disabilitas 
fisik / tundaksadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta diawali dengan tahap pendaftaran melalui Kantor Sosial / Dinas Sosial 
(Dinas Pengirim) masing-masing daerah.
6
Setelah memenuhi persyaratan yang 
meliputi: surat pendaftaran, surat pemeriksaan dokter, foto seluruh badan, 
merupakan penyandang disabilitas fisik, mampu dididik / dilatih, usia 17-35 
tahun, belum bekerja, tidak sedang sekolah, ada kemauan direhabiltiasi serta 
mampu menjalankan aktivitas keseharian secara mandiri, peserta rehabilitasi 
sosial dengan didampingi orang tua / wali datang dan melaporkan diri ke Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta pada periode 
angkatan yang telah ditetapkan.
7
 
Proses selanjutnya adalah tahap persiapan administrasi, meliputi registrasi, 
observasi dan identifikasi permasalahan penyandang disabilitas fisik yang 
bersangkutan. Selanjutnya tahap persiapan medis, yang meliputi: operasi, 
perawatan kesehatan, fisioterapi, terapi okupasi serta pemberian protesis dan 
ortosis. Kemudian tahap persiapan mental, yang meliputi: psycho test, refreshing / 
upgrading pendidikan, pembinaan mental psikologi dan pengintegrasian sosial. 
Proses selanjutnya adalah tahap pelayanan rehabilitasi, meliputi: penilaian, 
                                                          
5
 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan 
Sosial. 
6
 R.I, Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Dan 
Rehabilitasi Sosial Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof.Dr.Soeharso” Surakarta (R.C.-
Solo), 2004, Surakarta : Seksi Advokasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta, hal. 18. 
7
Ibid, hal. 17. 
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penyuluhan pemilihan keterampilan, sidang kasus untuk merencanakan program 
pelayanan rehabilitasi, bimbingan keterampilan kerja, ujian keterampilan kerja 
dan praktek belajar kerja. Proses yang terakhir adalah tahap penyaluran. Tahap 
penyaluran adalah penyaluran kerja bagi penyandang disabilitas fisik yang selesai 
menjalani rehabilitasi, baik itu dilakukan dengan diarahkan untuk mandiri (self 
employment), disalurkan ke perusahaan (open employment), maupun penempatan 
kerja dalam bentuk terlindung (sheltered employment), dikarenakan penyandang 
disabilitas tersebut termasuk dalam golongan sedang atau golongan berat.
8
 
Penyandang disabilitas fisik / tunadaksa yang menjalani program 
rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso 
disebut sebagai “penerima manfaat”. Berdasarkan Laporan Kegiatan Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016 bagian 
Identifikasi, jumlah penerima manfaat tahun 2015 yang belum lulus dan masih 
disantun tahun 2016 sebanyak 83 orang, pemasukan penerima panfaat tahun 2016 
sebanyak 175 orang, penerima manfaat yang menjalani rehabilitasi tidak sampai 
selesai dan dipulangkan ke keluarga sebanyak 23 orang, dan penerima manfaat 
yang lulus tahun 2016 sebanyak 144 orang. Selama menjalani rehabilitasi, 
penerima manfaat tinggal di asrama dan memperoleh fasilitas serta pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Mereka juga mendapatkan pemenuhan hak, dimana hak-
hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. 
Hak-hak tunadaksa dimaksudmeliputi:
9
(1) Hak hidup, penerima manfaat 
mendapatkan perawatan, sarana dan prasarana yang lengkap untuk menjalankan 
aktifitas sehari-hari selama proses rehabilitasi. (2) Hak bebas dari stigma, 
penerima manfaat diberi perlindungan terkait tindakanpelecehan, penghinaan 
maupun pelabelan negatif terkait kondisinya.Hal ini dilakukan supaya penerima 
manfaat tidak rendah diri atau minder dan tetap semangat untuk menjalani 
                                                          
8
Ibid, hal.11-15. 
9
 Dra. Anis Yuniarti, Kepala Seksi Advokasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Prof. Dr. Seoharso Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 2 Maret 2016, pukul: 08.40 WIB. 
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rehabilitasi.(3) Hak privasi, pengampu / pembimbing menjaga kerahasian 
penerima manfaat terkait dengan latar belakang maupun permasalahan yang 
sedang dihadapi. (4) Hak keadilan dan perlindungan hukum, penerima manfaat 
diakui sebagai warga negara Indonesia seperti masyarakat normal pada umumnya, 
tidak dipandang sebelah mata sebagai orang yang memiliki keterbatasan. (5) Hak 
pendidikan, hak pendidikan yang didapatkan pernerima manfaat berupa refreshing 
/ upgrading pendidikan, kegiatan kejar paket A / B / C bagi yang memilih untuk 
mengikuti kegiatan kejar paket tersebut, serta kegiatan penambahan pengetahuan 
umum untuk menambah wawasan dan pembentukan karakter. 
Selanjutnya, (6) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, dalam hal 
ini penerima manfaat sebatas diberi pelatihan keterampilan kerja melalui kegiatan 
bimbingan keterampilan, dan pelatihan kewirausahaan melalui ekstrakurikuler 
kewirausahaan.Di Negara Jepang, pelatihan keterampilan bagi penyandang 
disabilitas dilakukan melalui Institusi Nasional Untuk Rehabilitasi Kejuruan 
(Shougaisha Shokugyou Sougou Centaa), pelatihan keterampilan diberikanagar 
ketika penyandang disabilitas selesai menjalani pelatihan tersebut mereka dapat 
bekerja atau ditempatkan di kantor sesuai dengan yang telah ditentukan.
10
 (7) Hak 
kesehatan, penerima manfaat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lengkap, 
seperti: pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi dengan dokter spesialis, 
pemeriksaan laborat, rujukan ortopedi (Rumah Sakit Ortopedi), pemberian 
tambahan gizi, rujukan ke Rumah Sakit Umum, fisioterapi, serta mendapat alat 
bantu. Di Negara Malaysia, Pemerintah setempat menyediakan layanan intervensi 
dini, mendiagnosis tingkat disabilitas,fisioterapi dan terapi bicara bagi 
penyandang disabilitas di Rumah Sakit Umum Kuala Lumpur, Rumah Sakit 
Universitas Sains Malaysia, Rumah Sakit Nasional Universitas Malaysia dan 
Rumah Sakit Umum Johor Bahru.
11
 
                                                          
10
 Katharina Heyer, From Special Needs To Equal Rights: Japanese Disability Law, Asian-
Pacific Law & Policy Journal, 1 APLPJ 7, hal. 7. 
11
 Kamarulzaman Kamaruddin, Adult Learning for People with Disabilities in Malaysia: 
Provisions and Services, The Journal of Human Resource and Adult Learning, Vol. 3, No. 2, 
Desember 2007, hal. 63. 
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Kemudian, (8) Hak politik, penerima manfaat tetap dapat berpartisipasi 
dalam pemilihan umum. Pada pemilihan berskala daerah, penerima manfaat diberi 
izin untuk kembali ke daerahnya untuk menggunakan hak suaranya, kemudian 
pada pemilihan berskala nasional seperti pilihan presiden, penerima manfaat 
diberi kemudahan untuk berpartisipasi, dengan cara menggunakan hak pilihnya di 
tempat pemungutan suara disekitar Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dimana terlebih dahulu bekerjasama dengan Komisi 
Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Surakarta.  (9) Hak keagamaan, tersedianya 
tempat-tempat ibadah untuk agama Islam,Kristen, Hindu danBudha di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta, agenda-agenda 
kegiatan ibadah, serta adanya pembimbing kerohanian, membuat penerima 
manfaat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa mengalami 
kesulitan.  (10) Hak keolahragaan, penerima manfaat dapat mengikuti kegiatan 
olahraga sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Tersedianya sarana 
prasarana olahraga seperti: lapangan, peralatan dan perlengkapan olahraga, serta 
akses menuju tempat olahraga yang ramah membuat penerima manfaat memiliki 
kesempatan yang sama untuk berolahraga. Di Negara Malaysia, hak keolahragaan 
bagi penyandang disabilitas merupakan sarana untuk memberikan kesempatan dan 
fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial, psikologis dan fisiologis.
12
 
Selanjutnya, (11) Hak kebudayaan dan pariwisata, penerima manfaat dapat 
berpartisipasi secara langsung pada kegiatan seni dan budaya yang 
diselenggarakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta. Kemudian para penerima manfaat dalam kegiatan pariwisata 
juga mendapat kesempatan untuk mengikuti outbond dan widya wisata (12) Hak 
kesejahteraan sosial, untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dicita-citakan, 
penerima manfaat diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan rehabilitasi sosial 
hingga selesai. (13) Hak aksesibilitas, aksesibilitas di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso berupa tersedianya pegangan di setiap jalan 
                                                          
12
 Selina Khoo, Disability sport in Malaysia, Journal of Paralympic Research Group, vol.6, 
hal. 18. 
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yang diakses penerima manfaat serta jalan tanjakan yang dibuat landai. Hal ini 
dilakukan agar mobilitas penerima manfaat tidak mengalami kendala saat 
mengikuti kegiatan rehabilitasi. (14) Hak perlindungan dari bencana, 
perlindungan dan keselamatan para penerima manfaat menjadi prioritas ketika ada 
bencana atau musibah yang terjadi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta. (15) Hak habilitasi dan rehabilitasi, habilitasi dan 
rehabilitasi merupakan seluruh rangkaian proses rehabilitasi yanag ada di Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta.  
Berikutnya, (16) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 
masyarakat, penerima manfaat mendapat bimbingan untuk dapat hidup mandiri 
supaya setelah lulusdari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta mereka tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan 
bermasyarakat. (17) Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, 
penerima manfaat diberi kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, namun 
dibatasi dengan tata tertib yang berlaku di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 
Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Penerima manfaat juga tidak tertutup dari 
informasi dunia luar, mereka mendapat akses informasi dan komunikasi seperti 
televisi, internet serta diperbolehkan membawa telepon genggam. (18) Hak bebas 
dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, penerima mendapat 
perlindungan dari segala perbuatan yang bersifat kekerasan maupun diskriminasi 
serta dijamin rasa aman dan tenteramnya. 
 
3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang 
Disabilitas Fisik Pada Proses Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
Dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 
fisik yang menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
Prof. Dr. Soeharso, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu:
13
             
                                                          
13
Dra. Anis Yuniarti, Op.Cit, pukul: 08:19 WIB. 
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(1) Beberapa pegawai masih berstatus honorer, hal ini dapat menyebabkan kinerja 
dari pegawai tersebut menjadi tidak maksimal karena ketidakpastian status kerja, 
gaji yang didasarkan pada upah minimum regional (UMR), serta perjanjian kerja 
yang masa perjanjian kerjanya paling singkat satu tahun, dimana perpanjangan 
masa perjanjian kerja berdasarkan kebutuhan dan penilaian kerja. (2) Keluarga 
penerima manfaat, mereka menganggap bahwa kegiatan rehabilitasi yang ada di 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta terlalu 
berat dan dapat membahayakan kondisi penerima manfaat. Sehingga membuat 
keluarga penerima manfaat tersebut meminta yang bersangkutan kembali pulang. 
(3) Penerima manfaat yang bersangkutan, mereka tidak menyukai rangkaian 
kegiatan rehabilitasi (tidak betah) dan cenderung ingin pulang. (4) Salah 
menerima informasi, penerima manfaat mengira jika di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta akan mendapatkan pekerjaan dan 
memperoleh uang. Karena salah informasi dan tidak sesuai harapan, mereka 
biasanya tidak mengikuti proses rehabilitasi sampai selesai. 
Dari beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak 
penyandang disabilitas fisik, terdapat upaya-upaya yang dilakukanBalai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk mengatasi 
kendala tersebut, antara lain:
14
(1) Pemberian penghargaankepada pegawai honorer 
yang berupa pemberian kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi 
serta rekomendasi pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil bagi yang mengikuti 
proses seleksi pegawai negeri sipil. (2) Pemberian motivasi kepada penerima 
manfaat, hal ini penting dilakukan supaya penerima manfaat betah dan mau 
berusaha untuk belajar dan berlatih dalam proses rehabilitasi yang dijalaninya. 
Pemberian motivasi dapat dilakukan oleh keluarga penerima manfaat, sesama 
penerima manfaat, pembimbing keterampilan maupun dari pengampu.(3) 
Melakukan home visit (mendatangi rumah penerima manfaat), home visit 
dilakukan oleh pihak dari Dinas Pengirim bersama dengan pihak dari Balai Besar 
                                                          
14
Ibid, pukul: 08:23 WIB. 
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Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk membujuk 
penerima manfaat yang bersangkutan agar mau melanjutkan program rehabilitasi 
dan menjelaskan kembali program rehabilitasi yang akan diajalaninya. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta diawali dengan tahap 
pendaftaran melaluiDinas Pengirim masing-masing daerah. Proses selanjutnya 
adalah tahap persiapan administrasi, meliputi: registrasi dan identifikasi 
permasalahan. Kemudian tahap persiapan medis, meliputi: operasi, perawatan 
kesehatan, fisioterapi, terapi okupasi serta pemberian protesis dan ortosis. 
Berikutnya dilakukan tahap persiapan mental, meliputi: psycho test, pembinaan 
mental psikologi dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya tahap pelayanan 
rehabilitasi, yang meliputi: assessment, sidang kasus, bimbingan keterampilan, 
ujian keterampilan, dan praktek belajar kerja. Proses rehabilitasi yang terakhir 
adalah tahap penyaluran. 
Kedua, faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak bagi 
penyandang disabilitas fisik pada proses rehabilitasi meliputi: (1) Beberapa 
pegawai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso masih 
berstatus honorer, hal tersebut dapat mempengarui kinerjakarena berkaitan dengan 
status kerja, gaji yang didasarkan pada UMR dan masa kerja. (2) Faktor keluarga, 
mereka beranggapan jika rangkaian kegiatan rehabilitasi terlalu berat dan 
membahayakan kondisi fisik.(3) Faktor penerima manfaat yang bersangkutan, 
mereka tidak betah dan ingin pulang. (4) Faktor karena salah menerima informasi, 
penerima manfaat beranggapan jika dalam proses rehabilitasi akan diberi 
pekerjaan dan mendapat uang. Karena salah informasi, biasanya mereka menjalani 
rehabilitasi tidak sampai selesai.  
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4.2 Saran 
Pertama, untuk pemerintah, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada 
ibu hamil mengenai pencegahan kondisi disabilitas pada bayinya, yang berupa 
rekomendasi kesehatan. Kemudian terkait peran pegawai honorer dalam 
pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah diharapkan dapat memberi 
penghargaan berupa kenaikan gaji maupun prioritas pengangkatan pegawai negeri 
sipil,serta memberi pelatihan kepada penyandang disabilitas yang berada di 
daerah pelosok.  
Kedua, untuk masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi dalam 
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. 
Ketiga, untuk penyandang disabilitas, diharapkan senantiasa untuk 
berpikir terbuka, percaya diri, berpikir positif dan pantang menyerah. 
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